PEMERINTAH FABUPATEN
TANJUNG JABUNG SLRAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan
Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 20035;




b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 11 Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat 1
Tanjung Jabung (L.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755 );

. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan T.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 );



. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389 );

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan WNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400 ),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 ):



9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952 ); ;

10: Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 14.Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 358 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomer 140, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4
Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Dacrah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2001 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerash Nomor 5 Tahun 2002
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2002 Nomer 20);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2005 Nomor 6);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JARLUNG
BARAT NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
{Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005
Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 8

(1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai
Politk di sampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat paling
lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran.



{2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) telah diaudit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.

(3) Tembusan laporan penggunaan bantuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur
Jambi dan Ketua KPUD Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyl sebagai
berikut :

Pasal 9

Bantuk laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada Pasal 8§ ayat (1) tercantum dalam
Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan
-dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 19 Maret 2008
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
dto
SAFRIAL



Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 24 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dto
KAI1.ANI

LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2008 NOMOR 11



